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BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat

ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh pihak Inspekorat Kota

Gorontalo terletak pada kriteria yang sangat baik, artinya bahwa

pengawasan fungsional telah dilakukan sesuai dengan standar GBHN

dan kebijakan pengawasan fungsional, dengan skor tertinggi dalam

variabel terletak pada indikator stndar koordinasi dan mutu sedangkan

skor terendah terletak pada indikator pelaporan. Oleh karena itu

perlunya perhatian terhadap pelaporan atas pemeriksaan maupun

pengawasan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat bagi terciptanya

Kinerja Pemerintah yang baik.

2. Kinerja seseorang dipenuhi oleh kecakapan, keterampilan,

kesungguhan dan lingkungan kerja itu sendiri. Adapun hasil jawaban

responden bahwa Kinerja Pemerintah Kota Gorontalo terletak pada

kriteria yang baik, hasil ini menunjukan pekerjaan yang dilakukan oleh

Pemerintah Kota telah dilakukan dengan hasil yang baik terutama

dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui

kegiatan atau program yang dibuat.
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3. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa terdapat pengaruh yang

signifikan dari Pengawasan Fungsional terhadap Kinerja Pemerintah

pada kantor Inspektorat Kota Gorontalo dengan tingkat kepercayaan

95%. Dengan koefisien determinasi (R square) sebesar 56,5%.Hal ini

terlihat dari nilai t hitung yang lebih besar dari nilai ttabel baik pada taraf

signifikan α sebesar 5%.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti

memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengawasan fungsional hendaknya dilaksanakan sesuai dengan

prosedur atau ketentuan yang ada, prosedur yang harus dilakukan

yakni dengan mengacu pada Standar Audit Aparat Pengawasan

Fungsional Pemerintahan (SA-APFP) yakni Standar Umum, Standar

Koordinasi dan Kendali Mutu, Standar Pelaksanaan, Standar Pelaporan,

dan Standar Koordinasi. selain itu perlu dilakukan monitoring agar bisa

berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan. Dan saling

berkoordinasi antar aparat pengawas agar kinerja dapat berjalan sesuai

dengan prosedur agar tidak terjadi tumpang tindih tanggungjawab.

2. Bagi pemerintah kota agar dapat mengurangi atau meminimalisir

penggunaan dana, sehingga dapat selaras dengan kebijakan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan meningkatkan

kualitas sumber daya manusianya dengan cara di ikut sertakan dalam
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pelatihan yang berhubungan dengan profesi, dan ditempatkan pada

bidang keahlian yang tepat.

3. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat menggunakan variabel lain yang

lebih spesifik untuk mengukur Pengawasan Fungsional dan Kinerja

Pemerintah. Dikarenakan hasil penelitian yang diperoleh 43,5%

dipengaruhi oleh variabel lain tersebut.
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